
BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE"IO
NOMOR ?CTAHUN2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR 183 TAHUN 2O2l TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1gperaturan_ 
_Daerah Kabupaten purworejo N;; iSTahun 2O2l i.rcntang Angglaran pendapatin aun g"la"i"

Daerah K3lyRaten purworejo Tahuri enggur^i iiiz,
telah diterbitkan peraturan Bupati purworej6 No*or-i83
Tahun 2O2l tentang-penjabarbn enggaran peil;;";
dan Betanja Daerih Kabupaten -Furworeio Tlhun
Anggaran- 2022 sebagaimana t-elah beberapa t"fi ai"U^t
terkahir dengan peraturan Bupati Nomor iI Tahu; COa:2
tentang . 

p-e-rubahan E"tig" Atas peraturan Bupati
Purworejo Nomor ig3 Tahun 2O2L tentans, peniabaian
Anggaran pendapatan dan Belanja Daeraf, Ka6;;t npurworejo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dalam perkembangannya, diperlukan
penyesuaian €mggaran melalui pelaksanaan subkegiatan
mendahului perubahan enggaran pendapatan"dan
Belanja Daerah untuk mencu-lirpi keperluan ,"i"a"""L
setelah peraturan Daerah tentang enggaran pendapatan
dan Belanja- Daerah Kabupaien -F\rrworejo Tah;
Anggaran 2022 ditetapkan, sehingga sesuai 

-ketentuan
Pasal 16 peraturan Daerah Kabupaien purworejo Nomor13 Tahun 2O2l tentang Anggaran pendapatan dan
Pgt*j, Daerah Kabupaten purworejo Tahun enggaia"
2022, peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ?"U*
huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan- pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b-, perlu menitapkan
Peraturan Bupati tentang perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor lg3 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun inggaran 2022;

It tt
+ t l+ ut(



Mengingat

Menetapkan

: 1 Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020
Nomor 15);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tal:un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
L87t);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13
Tahun 2O2l ter:tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Ta}:un 2O2L
Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O NOMOR 183 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEI.^A,NJA DAERAH KABUPATEN PURWORRIO
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 183 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 Nomor 183 Seri A Nomor 8), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 71
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2O2L tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 2O Seri A Nomor
3), diubah sebagai berikut:
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l. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp2.326.O82.32O.222,OO (dua tiga
ratus dua puluh enam milyar delapan puluh dua juta
tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh dua
rupiah) yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rp1.881.159.402.080,00 (satu triliun
delapan ratus delapan puluh satu mibrar seratus
lima puluh sembilan juta empat ratus dua ribu
delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.747.267.695.080,00 (satu tqiuh ratus
empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh
tqjuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu
delapan puluh rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp133.891.707.000,00 (seratus tiga puluh
tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta
tqiuh ratus tujuh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 29

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (L)
huruf a direncanakan sebesar
Rp1,747.267.695.080,00 (satu tujuh ratus empat
puluh tqiuh mibrar dua ratus enam puluh tujuh juta
enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh
rupiah), yang terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana insentif daerah (did); dan
c. dana desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.359.211.880.080,00 (Satu Triliun tiga ratus
lima puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta
delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh
rupiah).

(3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp41.600.943.000,00 (empat puluh satu milyar enam
ratus juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu
rupiah).

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c direncanakan sebesar Rp346.454,872.000,00
(tiga ratus empat puluh enam mibrar empat ratus
lima puluh empat juta delapan ratus tqiuh puluh
dua ribu rupiah)

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3O

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.359.211.880.080,00 (Satu Triliun tiga
ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus sebelas
juta delapan ratus delapin puluh ribu delapan
puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. dana transfer umum-DBH;
b. dana transfer umum-DAU;
c. dana transfer khusus-DAK Fisik; dan
d. dana transfer khusus-DAK NonFisik.
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(2) Dana transfer umum-DBH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp28.174.349.000,O0 (dua puluh delapan milyar
seratus tqiuh puluh empat juta tiga ratus empat
puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Dana transfer umum-DAU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp913.937.548.000,00 (sembilan ratus tiga belas
milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima
ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

(4) Dana transfer khusus-DAK Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar RpL12.278.434.380,00 (seratus dua belas
milyar dua ratus tqjuh puluh delapan juta empat
ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh
rupiah).

(5) Dana transfer khusus-DAK Nonfisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp304.821.548.700,00 (tiga ratus empat
milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus
empat puluh delapan ribu tqiuh ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (I) huruf
b direncanakan sebesar Rp133.891.707.000,00
(seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus
sembilan puluh satu juta tqiuh ratus tqiuh ribu
rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp I 07. 808. 707.000,00 (seratus tqjuh milyar delapan
ratus delapan juta tqiuh ratus tqjuh ribu rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf b direncanakan sebesar
Rp26.083.000.000,00 (dua putuh enarn milyar
delapan puluh tiga juta rupiah).
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6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(l) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (l) huruf b direncanakan
sebesar Rp26.083.000.000,00 (dua puluh enam
milyar delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri
atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah
provinsi.

(2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) direncanakan
sebesar Rp26.083.000.000,00 (dua puluh enam
milyar delapan puluh tiga juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp2.48l.T20.566.20Z,OO (dua
triliun empat ratus delapan puluh satu milyar tujuh
ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu
dua ratus tqjuh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.525.572.646.370,00 (satu triliun lima ratus
dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua
juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus
tqluh puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a direncanakan sebesar Rp896.5 1 3.58 4.S2O,OO
(delapan ratus sembilan puluh enam milyar lima
ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat
ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp540.5O4.238.185,00 (lima ratus empat puluh
mibrar lima ratus empat juta dua ratus tiga puluh
delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c direncanakan sebesar Rp1.O00.00O.OOO,OO
(satu milyar rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp7 4, 132.5 12.662,00
(tujuh puluh empat milyar seratus tiga puluh dua
juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus enam
puluh dua rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp12.810.952.800,00 (dua belas milyar delapan
ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua
ribu delapan ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 4O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

(l) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp896.513.584.523,OO (delapan ratus
sembilan puluh enam mibrar lima ratus tiga belas
juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus
dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta

KDH/WKDH; dan
g. belanja pegawai BLUD
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(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana
dimaksud pada (ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp558.809.45A.757,OO (lima ratus lima
puluh delapan milyar delapan ratus sembilan juta
empat ratus lima puluh delapan ribu tqiuh ratus
lima puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b direnCanakan
sebesar Rp74.315.338.132,00 (tujuh puluh empat
milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puiuh
delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

(a) Tqmbahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 1 68.635.255.700,00 (seratus enam puluh delapan
milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus
lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DpRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp 19.549.582.555,00 (sembilan belas milyar
lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus
delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima
rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp1.075.662.O44,OO (satu milyar tujuh
puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu
empat puluh empat rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DpRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf f direncanakan sebesar Rp852.000,000,00
(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanalan sebesar
Rp73.276.287.335,00 (tqiuh puluh tiga milyar dua
ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan
puluh tqjuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 4l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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pasal 41

(1) Anggaran belanja Caji dan tunjangan ASN
sebagaimana dimaksud dalam pasal a0 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp558.809,45 g,Z SZ,OO
(lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus
sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu
tqiuh ratus lima puluh tqjuh rupiah), yang terdiri
atas:
a. belanja gaji pokok ASN;
b. belanja tunjangan keluarga ASN;
c. belanja tunjangan jabatan ASN;
d. belanja tunjangan fungsional ASN;
e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. belanja tunjangan beras ASN;
g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
h. belanja pembulatan gaji ASN;
i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
k. belanja iuran jaminan kematian asn; dan
l. belanja iuran simpanan peserta tabungan

perumahan rakyat ASN.

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp4L2.73O.370.878,O0 (empat ratus dua belas milyar
tqiuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tqjuh puluh
ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b direncanakan
sebesar Rp39.282.381.538,00 (tiga puluh sembilan
milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus
delapan puluh satu ribu lima ratus tigi puluh
delapan rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp6.988.083.654,00 (enam milyar sembilan
ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga
ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp27.492.188.735,00 (dua puluh tqiuh
milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus
delapan puluh delapan ribu tqiuh ratus tiga puluh
lima rupiah).
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(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e
direncanakan sebesar Rp9.445.658.3 1 S,OO (sembilan
mi\rar empat ratus empat puluh lima juta enam
ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima belas
rupiah).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp24.OOa.724.067,00 (dua puluh empat milyar
delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam
puluh tujuh rupiah).

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp1.S78.O95.212,OO (satu
milyar lima ratus tqjuh puluh delapan juta sem6ilan
puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp7.664.776,00 (tqjuh juta enam ratus enam puluh
empat ribu tujuh ratus tqiuh puluh enam rupiah).

(lO)Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf i direncanakan sebesar
Rp31.019.174.681,00 (tiga puluh satu milyar
sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu
enam ratus delapan puluh satu rupiah).

(l l)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp958.0 19.7 12,0O (sembilan
ratus lima puluh delapan juta sembilan belas ribu
tujuh ratus dua belas rupiah).

(l2)Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp2.810.599.322,OO (dua milyar delapan
ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh
sembilan ribu tiga ratus dua puluh tqjuh rupiah).

(l3)Belanja iuran simpanan peserta tabungan
perumahan ralryat ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf I direncanakan sebesar
Rp2.488.497.862,00 (dua milyar empat ratus delapan
puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh
tqjuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

(f (
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11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(l) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (l)
huruf b direncanakan sebesar Rp74.3 I S.33g.1SZ,OO
(tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima belas juta
tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga putuh
dua rupiah), yang terdiri atas:
a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

ASN;
b. tambahan _ penghasilan berdasarkan tempat

bertugas ASN;
c. tam-bahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja

ASN;
d.tam-bahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan

Profesi ASN; dan
e. tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja

ASN

lt / +

Pasal 42

{

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban keda ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2Z.4L2.9OS.9iS,OO (dua
puluh- tqiuh milyar empat ratus dua behs juta
sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh
lima rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
ASN sebegaimana dimaksud pada ayat (l) hurui b
direncanakan sebesar RpO,OO (nol ruplah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar RplO. g4g.6g3 .iZ t,OCj (sepuluh
mi$ar delapan ratus empat puluh delapan juta enam
ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tqiuh
puluh satu rupiah).

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan
Profesi. ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1tyhuruf d direncanakan sebesar Rp2l.42-3.5gS,tiO lauapuluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu iima
ratus delapan puluh delapan rupiah).
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(6) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Keq'a
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e
direncanakan sebesar Rp36.O32.324.63g,0O (tiga
puluh enam milyar tiga puluh dua juta tiga ratus dua
puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan
rupiah).

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43

(1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 40 ayat (l) huruf c
direncanakan sebesar Rp168.635.255.700,00
(seratus enam puluh delapan milyar enam ratus tiga
puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tqiuh
ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak

daerah;
b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan

retribusi daerah;
c. belanja tunjangan profesi guru (TpG) pNSD;
d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru

PNSD; dan
e. belanja honorarium;

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.479.881.200,00 (tiga
milyar empat ratus tqluh puluh sembilan juta
delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus
rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.713.602.000,00 (satu
milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua
ribu rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru (Tpc) PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl58.8O4.992.OOO,OO
(seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus
empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu
rupiah).
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(5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru pNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d
direncanakan sebesar Rp4.467.OO0.OO0,OO (empat
milyar empat ratus enam puluh tqiuh juta rupiah).

(6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp169.780.O00,O0 (seratus enam puluh sembilan
juta tqjuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 45

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp1.075.662.044,00 (satu
milyar tqiuh puluh lima juta enam ratus enam puluh
dua ribu empat puluh empat rupiah), yang ierdiri
atas:
a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
e. belanja tunjangan pajak penghasilan (pph)/

tunjangan khusus KDH/WKDH;
f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja

KDH/WKDH;
i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; danj. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas

Pemungutan Pajak Daerah

(2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta
enam ratus ribu rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp3.528.OOO,OO (tiga juta lima
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp98.28O.0OO,OO (sembilan puluh delapan
juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
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(5) B_elanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf d direncanakan
sebesar Rp4.055.520,O0 (empat juta lima puluh lima
ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja tunjangan pajak penghasilan (pph)/
Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp683.844,00 (enam ratus delapan puluh
tiga ribu delapan ratus empat puluh empaf rupiatr1.

(7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g
direncanakan sebesar Rp6.2S6.320,00 (enam juta
dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh
rupiah).

(9) Belanja iuran jaminan kecelakaan keq'a KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h
direncanakan sebesar Rp131.04O,00 (seratus tiga
puluh satu ribu empat puluh rupiah).

(IO)Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

(ll)Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud paaa ayat 1tyhuruf j direncanakan sebesar Rp9O7.7g2.gOO,OO
(sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua
ribu delapan ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4L ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp541.115.796.385,00 (lima
ratus empat puluh satu milyar seratus lima belas
juta tqjuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus
delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja barang;
b. belanjajasa;
c. belanja pemeliharaan;
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d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja Belanja Uang dan/ atau

Diberikan kepada pihak
Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belan^ja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a direncanakan sebesar Rp7g.24g. lZ S.SAS,Od
(tujuh puluh sembilan milyar dua ratus empat puiuh
delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu- lima
ratus delapan puluh tiga rupiah).

(3) Belan-ja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b direncanakan sebesar Rp136.Oi 1.33S.bZO,OO
(seratus tiga puluh enam milyar sebelas juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puhih
rupiah).

Jasa untuk
Ketiga/Pihak

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
sebesarayat (l) huruf c direncanakan

(

Rp33.881.842.728,00 (tiga puluh tiga migar delapan
ratus delapan puluh satu juta delapan iatus empatpuluh dua ribu tqiuh ratus dua, puluh delapan
rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp55.692.834.298,OO (lima puluh lima milyar enam
ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga
puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapin
rupiah).

(6) B.elanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf e direncanakan
sebesar Rp2.742.3O2.000,00 (dua milyar tqjuh ratus
empat puluh dua juta tiga ratus dua ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp61.7O9.120.000,00 (enam puluh satu milyar tujuh
ratus sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(8) B_ elanja barang dan jasa BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf g direncanakan
sebesar Rp 17 1.830. 182 .956,00 (seratus tujuh puluh
satu milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus
delapan puluh tqiuh ribu sembilan ratus lima puluh
enam rupiah).
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15. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

(l) Anggaran belanja barang sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp7 9.248. t7 S. S83,OO (tujuh puluh sembilan
milyar dua ratus empat puluh dthpan juta seratus
tqjuh puluh lima ribu lima ratus aeiapan puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja barang pakai habis, dan
b. belanja barang tak habis pakai.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp79.I43.679.S89,00 (tqiuh puluh sembilan milyar
seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh
puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh iiga
rupiah).

(3) B.elanja _barang tak habis pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirlncanakan sebesar
Rp104.496.000,0O (seratus empat juta empat ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sslagai
berikut:

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (l) huruf b direncanakan sebesar
Rp_136.011.333.820,00 (seratus iga puluh enam
milyar sebelas juta tiga ratus tigipullh tiga ribu
delapan ratus dua puluh rupiah), yu"i terdiri atas:
a. belanjajasa kantor;
b. belanja iuran jaminan/ asuransi;
c. belanja sewa tanah;
d. belanja sewa peralatan dan mesin;
e. belanja sewa gedung dan bangunan;
f. belanja sewa aset tetap lainnya;
g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
i. belanja jasa ketersediaan layanan (availibility

payment);
j. belan-ja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan

teknis serta pendidikan dan pelatihan;
k. belanja Jasa Insentif bagi pegawai Non ASN atas

Pemungutan Retribusi Daerah
l. belanja Jasa Insentif bagi pegawai Non ASN atas

Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 5O
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(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp87.1L1.843.47O,O0 (delapan puluh tujuh milyar
seratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga
ribu empat ratus tqjuh puluh rupiah).

(3) Brclanja Iuran jaminan/asuransi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b dkencanakan
sebesar Rp25.361.525.O24,OO (dua puluh lima milyar
tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua
puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).

(4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf c direncanakan sebesar
Rpl86.74l.2OO,OO (seratus delapan puluh enam juta
tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direnianakan
sebesar Rp2.300.841.900,00 (dua milyar tiga ratus
juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan
ratus rupiah).

(6) Bclanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direnianakan
sebesar Rp2.538.831.160,00 (dua milyar lima ratus
tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu
ribu seratus enam puluh rupiah).

(7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.127.988.000,00 (satu milyar seratus dua puluh
tqjuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan
ribu rupiah).

(8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp4.330.617.868,00 (empat milyar tiga ratus
tiga puluh juta enam ratus tqjuh belas ribu delapan
ratus enam puluh delapan rupiah).

(9) Belanja jasa konsultansi Non Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp3.38S.582.300,00 (tiga
milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus
delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
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(10)Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility
Pa5rment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunifi direncanakan sebesar Rp1.ggr.O32.z.Ss,Oci lsatumilyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga puluh
dua_ -ribu tqiuh ratus sembilan puluh -deiapan
rupiah).

(11)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimina
dimaksud pada ayat (1) hurufj direncanakan sebesar
Rp7.669.280.600,00 (tujuh milyar enam ratus enam
puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu
enam ratus rupiah).

(I2)Belanja Jasa Insentif bagi pegawai Non ASN atas
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp151.049.500,00 (seratus lima puluh satu juta
empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(l3)Belanja Jasa Insentif bagi pegawai Non ASN atas
Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

17, Ketentuan Pasal 5l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51

(1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp33.881.842.,22e,OO (trga
guluh tiga migar delapan ratus delapan puluh salujuta delapan ratus empat puluh dua ribu hrjuh ratus
dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a, belanja pemeliharaan tanah;
b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;

dan
e. belanja pemeliharaan aset tetap tainnya;

(2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.903.964.016,00 (satu milyar sembilan ratus tigajuta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam
belas rupiah).
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(3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rpg. 133.BOb.OOO,OO (delapan
milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu
enam ratus rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huiuf c
direncanakan sebesar Rp4.l$.958.00b;OO (empat
milyar seratus delapan puluh tiga juta sembiian
ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(5) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddirencanakan sebesar Rp19.613.534.012,00
(sembilan belas milyar enam ratus tiga belas juta
lima ratus tiga puluh empat ribu dua belas rupiah).

(6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp47.086.100,00 (empat puluh tujuh juta
delapan puluh enam ribu seratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 52

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4g ayat (1) direnianakan
sebesar Rp55.692.834.298,OO (lima puluh 1ima
milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan
ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan
puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja
perjalanan dinas dalam negeri.

(2) B- elanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp55.692.834.298,OO (lima puluh lima milyar enam
ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga
puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan
rupiah).

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 53

(1) Anggaran belanja belanja uang dan/atau jasa untukdiberikan kepada pihak kitiga/pihak
lain / masyarakat sebagaimana dimaksud dalim pasal48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp2.742.3O2.000,0O (dua milyar tujuh ratus empat
puluh dua juta tiga ratus dua ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. belanja uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/pihak lain/ masyarakat; dan
b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak

ketiga/ pihak lain/ masyarakat.

(2) Belaaja 
._ 
Uang untuk diberikan kepada pihakketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.O52.646.OOO,OO (satu milyar lima puluh
dua juta enam ratus empat puluh enam ribu,upi"fr1.

(3) Belanja 
.- 
jasa yang diberikan kepada pihakketiga/pihak lain/masyarakat -sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b direncanakan
sebesar Rpl.689.656.000,00 (satu milyar enam ratus
delapan puluh sembilan juta enam .atus lima puluh
enam ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi 
"slagaiberikut:

Pasal 58

(l) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp74.132.312.662,OO (tqiuh puluh empat milyar
seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu
enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri
atas:
a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
c. belanja hibah dana BOS; dan
d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai

politik.

(2) B-elanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direnianakan
sebesar Rp5.631.696.000,00 (lima milyar enam ratus
tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh
enam ribu rupiah).
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21. Ketentuan Pasal 6O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(3) Belanja hihah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukirm Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar RpsS.4g2.O44.SOO,OO (lima
puluh delapal milyar empat ratus delapan puluh duajuta empat puluh empat iibu lima ratus rupiahl.

(4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksudpada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar
Rp8.920.600.000,00 (delapan milyar sembilan ratus
dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai
politik sebagaimana dimaksud pada 

"yai 1t1 huruf c
direncanakan sebesar npt.OSZ.SZS.tOd,OO (satu
milyar sembilan puluh tqjuh juta sembilan ratus
tujuh. puluh tiga ribu seratul enam puluh dua
rupiah).

Pasal 60

(1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga,
org-anisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimalsud dalam pasal 5gayat (l) huruf b direncanakan sebesar
Rp58.482.044.S00,00 (tima puluh delapan milyar
empat ratus delapan puluh dua juta empat puiuh
empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja hibah kepada badan d-an lembaga yang

bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang albentuf
. berdasarkan peraturan perundang-undaig".r;
b. belanja hibah kepada badan dan lembagi nirlaba,

sukarela dan sosial yang telah ,rr"-Iliki .rrai
keterangan terdaftar; dan

c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba,
sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang
bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang aibentut
berdasarkan peraturan perundanglqndangan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1tj hurui a
direncanakan sebesar Rp23.46O-.26S.OdO,OO (dua
puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua
ratus enam puluh lima ribu rupiah),
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22. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(3) Belanja hibah keparta badan dan lembaga nirlaba,
sukarela dan sosial yang telah mem"iliki surat
keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada
lYat (l) huruf b direncanakan sebesar
Rp3O.246.379.S00,00 (tiga puluh milyar dua ratus
empat puluh enam juta tiga ratus tqjuh puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah)

(4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemalyaralatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdirencanakan sebesar, nfu.ZZS.+OO.OOb,Oo (empat
lilyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus
ribu rupiah).

pasal 63

(1) Anggaran_ Belanja bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf edirencanakan sebesar Rp12.g1O:952.SOO,OO (dua
belas milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan
ratus,lima puluh dua ribu delapan iatus rupiah),
terdiri atas:
a. belanja bantuan sosial kepada individu;
b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
c. belanja bantuan sosial kepadi kelompok

masyarakat; dan
d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non

pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan
bidang lainnya).

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp3.051.277.800,00 tiga milyar lima puluh
satu juta dua ratus tu-iuh pululi tquir ritu deiapan
ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) huruf i direncanakan
sebesar Rp2.940.00O.OOO,OO (dua milyar sembilan
ratus empat puluh juta rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf c
direncanakan sebesar npO.+ZO.ObO.O<iO,OO (enam
milyar empat ratus dua puluh juta rupiahi.

rt t Jt Ir-+ l I o f* /



(5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga nonpemerintahan (bidang keagamaan dan
bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp399.67S .000,00
(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus
tl4juh puluh lima ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 65

(1) Anggaran belanja 
- 
baltuan sosial kepada keluarga

sebagaimana dimalsud dalam pasal 63- ayat 1l) hurifb direncanakan sebesar Rp2.940.O00.tiOO,bO larramilyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah),
yang terdiri atas: belanja bantuan sosial uang yang
direncanakan kepada keluarga;

(2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan
llnaga keluarga sebagaimana dimafsud pada ayat(l) direncanakan sebesar Rp2.94O.O00.OOb,OO lduamilyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah1.'

24. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

pasal 68

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf b dirJncanakan sebesar
Rp426.978.49L.122,OO (empat ratus dua puluh enam
milyar sembilan ratus tqiuh puluh dilapan juta
empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua
puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp5.050.000.000,00 (lima milyar lima puluh juta
rupiah).

(3) B.elanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp95.751.074.609,00 (sembilan puluh lima
milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tqjuh puluh
empat ribu enam ratus sembilan rupiah).
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(4) B. elanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp147.485.S24.S06,00 (seratus empat puluh
tujuh milyar empat ratus delapan putun iima .lutalima ratus dua puluh empat ribu liina ratus enam
rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) huruf ddirencanakan sebesar npfi+.zz'A.ez9.o07,oo
(seratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tqiuh
puluh delapan juta tiga ratus tqiuh puluh sembilan
ribu tqjuh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp4.4l3.5l3.OOO,OO (empat milyar empat
ratgs_ tiga belas juta lima ratui tiga -belas 

ribu
rupiah).

25. Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

il

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rpgs.75i.OZa.6o9,oO
(sembilan puluh lima milyar tujuh ratus lima puiuh
satu juta tujuh puluh empat ribu enam ratus
sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal alat studio, komunikisi, dan

pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h, belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;j. belanja modal alat keselamatan kerja;
k. belanja modal alat peraga;
l. belanja modal peralatan proses/produksi;
m. belanja modal rambu-rambu;
n. belanja modal peralatan olahraga;
o. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
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(2) Belanja modal alat besar sebageimana dimaksudpada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp7.405.068.900,O0 (tqluh milyar empat ratus limajuta enam puluh delapan iibu sembilan ratus
rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp6.678.498.SS0,00 (enam milyar enam ratus tujuhpuluh delapan juta empat ratus sembilan puiuh
delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdirencanakan sebesar npt.tSZ.SaS.ObO,OO (satu
milyar seratus delapan puiuh tqiuh juta tiga iatus
delapan puluh tiga ribu rupiah). - -

(5) Belanja Modal Alat pertanian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp400.437.100-,00 (empat ratus juta empat ratus
tiga puluh tqjuh ribu seratus rupiatrl.

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e
direncanakan sebesar Ap rc.2 ee .Z iZ. ZOfi,OO (sepuluh
milyar tujuh ratus sembilan puluh sembiian juta
tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupia-fr;.

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan
pemanc-ar sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf f direncanakan sebesar npt.7t8.+s+.o00,dd
(satu milyar tqjuh ratus delapan belas juta empat
ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g
direncanakan sebesar Rp3g.Z2g.S46.Sig,OO (tigl
puluh_ delapan milyar tqjuh ratus dua p"f"f,
sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga
ratus dua puluh delapan rupiah).

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan
sebesar Rp13.l71.5tl.93l,OO (tiga belas milyar
seratus tqjuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu
sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
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(1o)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp10.760.418.6O0,O0 (sepuluh milyar tqjuh ratus
enam puluh juta empat ratus deiapan 6ehs ribu
enam ratus rupiah).

(l2)Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud
ga{a ay.a! {1) huruf k direncanakan sebesar RpO,O0
(nol rupiah).

(l3)Belanja modal peralatan proses/produksi
sebagaimana dimaksud pada "yai (l) ' huruf I
direncanakan sebesar Rp2.3OO.0OQOO (dria juta tigaratus ribu rupiah)

(1 l)Belanja modal alat keselamatan ke4'a sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)hurufj direncanakan sebesar
Rp196.711.900 ,00 (seratus sembilan puluh enam
uta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah).

(l4)Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud
sebesar

Rp4.670.939.200 ,00 (empat mibrar enam ratus tu.iuhpuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu
dua ratus rupiah).

j

pada ayat (1) huruf m

(l5)Belanja 
-modal peralatan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf i direncanakan
sebesar Rp30.102.400,00 (tiga puluh juta seratus
dua ribu empat ratus rupiah).

(16)Belanja modal peralatan dan mesin BOS olahraga
sebagaimana dimaksud pada

(17)Belanja modal peralatan dan mesin BLUD olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 'p
direncanalan sebesar npeO.OtZ.ZSt.bSS,OO (tig"puluh milyar enam ratus dua belas juta dua ratus
delapan putuh satu ribu enam ratus tiga puluh
sembilan rupiah).

26. Ketentuan Pasal Z2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

sebesar Rpl1.570 .460.0O0,00 (sebelas
milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus
enam puluh ribu rupiah).

ayat (1) huruf o
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PasalT2

(1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana
dimaksud dalam pasal ZL ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp7.4OS.b68.gbO,OO (tqiuh
milyar empat ratus lima juta enam puluh ae)aian
ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiii atas:
a. belanja modal alat besar daratj dan
b. belanja modal alat bantu.

(2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp6.686.256.200,00 (enam milyar enam
ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh
enam ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp718.812.700,00_ (tujuh ratus delapan belas juta
delapan ratus dua belas ribu tujuh raius rupiah).

27. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73

(1) {lgglan belanja modal alat angkutan sebagaimana
dimaksud dalam pasal Zl ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp6.67g.49g.SbO,OO (enam
milyar enam ratus tqjuh puluh delapan juta empat
ratus sembilan puluh delapan ribu lima 

-ratus 
lima

puluh rupiah), terdiri atas:
a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp6.55g.644.550,00 (enam
mi$ar lima ratus lima puluh delapan juta enam
ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh
rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rp1l9.SS4.OOO,OO (seratus
sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat
ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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pasalZ4

(1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (l) hurufc direncanakan sebesar Rpl.lg7.3g3.ObO,OCI lsatumilyar seratus delapan puluh tqjuh juta iiga iatus
delapan puluh tiga ribu rupiah), yang tlrdiri atas:
a. belanja modal alat bengkel bermesin;
b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
c. belanja modal alat ukur.

(2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp41.854.000,00 (empat puluh satu juta
delapan ratus lima puluh empa[ ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar RqSZ4.622.OO0,0b' (tiga ratus
tqiuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua
ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp77O_.9O7.OO0,00 {tqiuh ratus tqiuh puluh juta
sembilan ratus tqiuh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 75

(1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7l ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp400.437. 100,00 (empat ratus juta empat
ratus tiga puluh tqjuh ribu seratus rupiah), yang
terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

(2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) direncanakan sebesar
Rp400.437. 100,00 (empat ratus juta empat ratus
tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).

30. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 76

(2) Belanja modal alat Kantor sebagais16114 dimaksudpada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar
Rp4.494.547.600,00 (empat milyar empat ratus
sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh
tqiuh ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebaga.imana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp5.236.594.100,00 (lima milyar dua ratus
tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh
empat ribu seratus rupiah).

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) truruf c
direncanakan sebesar Rp1.068.58I.OOO,OO (satu
milyar enam puluh delapan juta lima ratus delapan
puluh satu ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

PasalTT

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal ZL ayat(1) huruf e direncanakan sebesar
Rp10.799.722.700,00 (sepuluh milyar tujuh ratus
sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus iua puluh
d yL ribu tu-iuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal AIat Kantor;
b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat.

(1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan
pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7layat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.718.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan
belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah),
yang terdiri atas:
a. belanja modal alat studio; dan
b. belanja modal alat komunikasi;

(2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl.394.409.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan
puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

t
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(3) Betanja modal alat komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp324.025.000,OO (tiga ratus dua puluh
empat juta dua puluh lima ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 78

1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp38.729.546.328,00 (tiga puluh delapan milyar
tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus
empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal alat kedokteran; dan
b. belanja modal alat kesehatan umum.

(2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp36.488.S17.628,00 (tiga puluh enam
mi$ar empat ratus delapan puluh delapan juta lima
ratus tqiuh belas ribu enam ratus dua puluh delapan
rupiah).

(3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b direncanakan
sebesar Rp2.241.O28.700,00 (dua milyar dua ratus
empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu tqjuh
ratus rupiah).

33. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 79

(1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7t ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp13.171.511.931,00 (tiga
belas milyar seratus tqjuh puluh satu juta lima ratus
sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah),
yang terdiri atas:
a. belanja modal unit alat laboratorium;
b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
c. belanja modal alat laboratorium lisika

nuklir/elektronika;
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(2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rpl.373.64O. 13l,OO (satu milyar tiga ratus
tqjuh puluh tiga juta enam ratus empit puluh ribu
seratus tiga puluh satu rupiah).

(3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar np152.g97.gO0,OO (seratus
lima. puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh
tqiuh ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja modal alat laboratorium frsika
nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.S14.OOO,OO
(tujuh puluh empat juta lima ratus empat belas ribu
rupiah).

(t

34. Ketentuan Pasal 8O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

pasal 8O

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana
dimaksud dalam pasal ZL ayat (l) fiuruf i
direncanakan sebesar Rp 10.760.4 l g.600,00 (sepuluh
milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus
delapan belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri
atas:
a. belanja modal komputer unit; dan
b. belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp7.608.478.800,0O (tqiuh milyar enam ratus
delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah)

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp3.151.939.800,00 (dua milyar dua ratus
lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah).

35. Ketentuan Pasal 8l diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 81

(1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7L ayat (1) huruf
j direncanakan sebesar Rp196.711.900,00 (seratus
sembilan puluh enam juta tqiuh ratus sebelas ribu
sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal alat deteksi; dan
b. belanja modal alat pelindung

(2) Belanja modal alat deteksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
RpL66.672.9O0,00 (seratus enam puluh enam juta
enam ratus tqiuh puluh dua ribu sembilan ratus
rupiah).

(3) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp22.086.000,00 (dua puluh dua juta delapan puluh
enam ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 82

(1) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7l ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar RpO,00 (nol rupiah), yang
terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan
percontohan.

(2) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar RpO,00 (no1 rupiah).

37. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 88

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp147.485.524.506,00
(seratus empat puluh tqjuh milyar empat ratus
delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh empat
ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti, dan
c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD
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(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar RpL47.404.412.056,00 (seratus empat puluh
tujuh milyar empat ratus empat juta empat ratus dua
belas ribu lima puluh enam rupiah).

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp81.112.450,00 (delapan puluh satu juta
seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh
rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar RpO,OO (nol rupiah).

38. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 89

(1) Anggaran belanja modal bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar RpL47.485.524.506,00
(seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus
delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh empat
ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas
belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp 1 47.485.524. 506,00 (seratus empat puluh
tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta
lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam
rupiah).

39. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 92

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi' ' 
seb-igaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp174.27a379'007,00
(seratus tqiuh puluh empat mi$ar dua ratus tqiuh
puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan
ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air;
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c. belanja modal instalasi; dan
d. belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 1 40.9 1 8.705.802,00 (seratus empat puluh
milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus
lima ribu delapan ratus dua rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp2a.269.730.438,00 (dua puluh delapan milyar dua
ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga
puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp3.725.510.000,00 (tiga milyar tqjuh ratus dua
puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp1.364.432.767,O0 (satu milyar tiga ratus enam
puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu
tqluh ratus enam puluh tqjuh rupiah).

40. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 93

(1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp140.918.705.802,00
(seratus empat puluh milyar sembilan ratus delapan
belas juta tqiuh ratus lima ribu delapan ratus dua
rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal jalan; dan
b. belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
lipL2O.778.a7O.8O2,OO (seratus dua puluh milyar
tujuh ratus tujuh puluh delapan juta .empat ratus
tqiuh puluh ribu delapan ratus dua rupiah).

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

irp20.1ao.235.ooo,oo (dua puluh milyar seratus
empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu
rupiah).
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41. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 94

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp28.269.730.438,00 (dua
puluh delapan milyar dua ratus enErm puluh
sembilan juta tqjuh ratus tiga puluh ribu empat
ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
b. belanja modal bangunan air kotor.

(2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp23.175.842.200,00 (dua puluh tiga milyar
seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat
puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp5.093.888.238,00 (lima milyar sembilan
puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan
ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

42. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 96

(1) Anggaran Belanja Modal jaringan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp1.364.432.767'OO (satu
milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus
tiga puluh dua ribu tqjuh ratus enam puluh tujuh
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal jaringan air minum, dan
b. belanja modal jaringan listrik.

(2) Belanja Modal jaringan air minum sebagaimana" dima[sud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar RpC15.065.900,00 (dua ratus lima belas juta
enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)'

(3) Belanja Modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud
sebesar

Rp 1.L49.366.867,OO (satu
puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh
ribu delapan ratus enam puluh tqiuh rupiah).

pada ayat (1) huruf b

t

milyar seratus emPat

? {t,

enam



43. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1O2

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan
sebesar Rp896.022.839,00 (delapan ratus sembilan
puluh enam juta dua puluh dua ribu delapan ratus tiga
puluh sembilan rupiah).

44. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

45. Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap

penempatannya
Purworejo.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah KabuPaten

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWORE.'O

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

(saIo Ro

(0

UPATEN PURWORE"IO,

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

Il^ *
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